[image: C:\Users\Administrator\Pictures\Logo-Kab-Sambas (1).png]PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PALOH
DESA SEBUBUS
Alamat : Jalan Raya Sebubus Dsn. Melati Kode Pos 79644

PERATURAN DESA SEBUBUS
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NOMOR  : ……TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE DESA SEBUBUS
 
KEPALA DESA SEBUBUS

Menimbang          :  a.  	bahwa hutan negara di wilayah Desa Sebubus merupakan karunia Tuhan   Yang  Maha Esa, dengan meningkatnya pemanfaatan Ekosistem Mangrove yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem mangrove serta fungsi lingkungan hidup, serta akan berdampak pada peningkatan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan melestarikan Ekosistem mangrove, dilindungi dan dikelola dengan baik  agar  tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;
b.	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengelola Ekosistem Mangrove;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Sebubus;

 Mengingat	: 	a. 	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573) ;

b.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Nerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

d.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ñomor 6573);

e. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

f.	Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
g. 	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299) sebagaimana telah diubah clengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
h. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah cliubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
i.	Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
j.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6634);
k.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
l. 	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
m.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Dan Mangrove.


Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBUBUS
dan
KEPALA DESA  SEBUBUS

MEMUTUSKAN    :

	Menetapkan	: 	PERATURAN KEPALA DESA SEBUBUS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE DESA SEBUBUS

BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pengertian 

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa yang selanjutnya dengan nama  setempat disebut Desa Sebubus adalah Salah satu desa yang berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
4.	Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
5. 	Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
6.	Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan  oleh  Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
7.	Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8.	Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  Masyarakat  setempat,  berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.	Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi  sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
10.	Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal di Ekosistem Mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam di sekitar mereka.
11.	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Mangrove serta mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12.	Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan subtrat atau lumpur berpasir.
13.	Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
14.	Fungsi Ekosistem Mangrove adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, penahan gelombang, penahan angin, mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, serangga, sebagai bahan pangan, obat-obatan, penghasil oksigen, penyimpanan karbon, pariwisata, penelitian, pendidikan, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistem mangrove dan fungsi budidaya ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan.
15.	Fungsi Lindung Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Mangrove.
16.	Fungsi Budidaya Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Mangrove melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan dalam melestarikan fungsi Ekosistem Mangrove.
17.	Jasa Lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
18.	Kerusakan Eksosistem Mangrove adalah kondisi terjadi berkurangnya luasan dan atau volume tutupan lahan mangrove secara besar-besaran akibat pembukaan lahan dan alih fungsi lahan.
19.	Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas dalam Ekosistem Mangrove yang bertujuan untuk memastikan fungsi Ekosistem Mangrove dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 20.	Pencegahan adalah upaya terpadu untuk mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Mangrove yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.
21.	Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.
22.	Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut dan Mangrove secara lestari.
23.	Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu eksoistem dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas).
24.	Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
25.	Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi sebuah ekosistem guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

BAB II 
TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
Pasal 2
Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah untuk:
a. menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Mangrove agar dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, sosial, budaya, bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi mangrove, meningkatkan kemampuan hidrologis Ekosistem Mangrove serta mendukung ekosistem yang ada di sekitar;
b. menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak yang memanfaatkan Ekosistem Mangrove;
c. membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Ekosistem Mangrove secara baik;
d. membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat, berbagai pihak termasuk lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif mencegah kerusakan Ekosistem Mangrove dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestariannya secara berkelanjutan;
e. memfasilitasi pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara terintegrasi; 
f. meminimalkan pencemaran dan kerusakan alam seperti intrusi air laut, ombak dan abrasi pantai, pada ekosistem mangrove; 
h. 	menghormati dan menghargai kearifan lokal masyarakat berupa akses dan kontrol terhadap Ekosistem Mangrove.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove berasaskan:
a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. partisipatif;
d. keterpaduan;
e. keserasian dan keseimbangan;
f. keadilan;
g. kesetaraan gender;
h. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
i. kearifan lokal; dan
j. keterbukaan dan perlindungan hukum.
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi:
a. perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
b. sistem informasi ekosistem mangrove;
c. peran serta masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. kerjasama;
f. penyelesaian sengketa;
g. larangan;
h. kelembagaan;
i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
j. pembiayaan; dan
k. insentif dan disinsentif.

BAB III

EKOSISTEM MANGROVE
Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. perlindungan;
d. rehabilitasi;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum;
Pasal 6
Perencanaan
(1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove terdiri dari:
a. rencana pengelolaan dan
b. rencana aksi.
(2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian ekosistem mangrove; dan
b. kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, non pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
(4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat program, lokasi, pelaksana, waktu, pembiayaan dan teknis pelaksanaan.
(5) Tata Cara penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemanfaatan

(1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove dilakukan secara lestari dan berkelanjutan  .
(2) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem mangrove yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
(3) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumber daya ekosistem mangrove.

Pasal 8
Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan, kehutanan, kepariwisataan, jasa lingkungan.
Pasal 9
Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara lestari selaras dan seimbang untuk kepentingan:
a. pemenuhan kebutuhan masyarakat;
b. mitigasi dan perubahan iklim, penyerap karbon dan penghasil oksigen bagi dunia
c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan.
Pasal 10
Perlindungan
(1) Perlindungan ekosistem mangrove diselenggarakan untuk:
a. mencegah kerusakan dan mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove;
b. meningkatkan nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove;
c. melindungi spesies flora dan fauna mangrove yang dilindungi dari ancaman kepunahan; dan
d. melindungi pantai dan sungai dari abrasi, intrusi air laut ke daratan, gelombang dan bencana alam lainnya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh aktifitas manusia dan daya alam.

(3) Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh aktifitas manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, non pemerintah, Masyarakat Peduli Mangrove melakukan:
a. sosialisasi dan penyuluhan;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
c. peningkatan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem mangrove; dan
d. fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat kelompok pelestari mangrove.

(4) Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh daya alam, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Organisasi Non Pemrintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup melakukan:
a. pemetaan lokasi rawan bencana;
b. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam; dan
c. pengendalian dampak daya alam.
(5) Pemerintah Daerah mengakui kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove lestari yang dikelola oleh masyarakat dan/ atau Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ekosistem mangrove diatur mengacu kepada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
Pasal 11
Rehabilitasi
(1) Rehabilitasi ekosistem mangrove dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya clalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
(2) Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
a. Penghijauan;
b. Pemeliharaan;
c. pengayaan tanaman;
d. regenerasi alami dengan bantuan manusia; atau
e. penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada Iahan kritis clan tidak produktif, serta rawan bencana.
(3) Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(4) Dalam melakukan kegiatan pemulihan mangrove, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, BRGM, Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan Masyarakat Peduli Mangrove.
Pasal 12
(1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biogeofisik.
(2) Penyelenggaraan	rehabilitasi ekosistem mangrove	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi ekosistem mangrove diatur dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan perencanaan;
b. pengembangan kawasan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. pembiayaan;
e. pemberdayaan;
f. pengawasan;
g. pengembangan sistem data dan informasi;
h. pengembangan kelembagaan; dan/ atau

(3) Masyarakat berperan serta secara aktif sebagaimana climaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
a. ikut serta dalam pemanfaatan, pengendalian dlan pemeliharaan Ekosistem Mangrove;
b. ikut serta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan Ekosistem Mangrove;
c. pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan bantuan; dan/atau
d. melakukan penyuluhan.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 14
(1) Pemerintah Desa dan Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove.
(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka program yang terencana dan terukur untuk perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota.
BAB VI
KERJASAMA
Pasal 15
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, lembaga atau organisasi lokal, nasional dan/atau internasional untuk menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. tukar menukar informasi tentang Ekosistem Mangrove;
b. melakukan pengelolaan, restorasi dan/atau rehabilitasi ; dan
c. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya.
(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16
(1) Sengketa yang timbul terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove diselesaikan secara musyawarah mufakat di luar pengadilan.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan. Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 17
Pada Ekosistem Mangrove Setiap Orang dilarang:
a. memanfaatkan ekosistem mangrove yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dapat menyebabkan penurunan fungsi ekosistem mangrove;
b. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air laut atau ekosistem mangrove;
c. melakukan konversi ekosistem mangrove yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis;
d. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebakaran hutan mangrove;
e. melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi;
f. melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana strategis dan rencana pengelolaan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 18
(1) Pemerintahan Desa dapat membentuk kelembagaan atau kelompok-kelompok perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelembagaan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. melakukan koordinasi antar lembaga atau kelompok sesuai tugas dan fungsinya;
b. melakukan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat Desa dan Daerah;
c. meningkatkan keterlibatan masyarakat, meliputi masyarakat peduli Ekosistem Mangrove, kelompok masyarakat Desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi lingkungan dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada kelembagaan pendidikan di wilayah rawan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
e. melakukan pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19
(1) Pemerintahan Desa melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2) Pemerintahan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, atau kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 20
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) berupa:
a. pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove;
b. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ekosistem Mangrove; dan/ atau
c. bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi setiap Orang dalam rangka pengusahaan Ekosistem Mangrove berkelanjutan.
Bagian Ketiga Pengawasan
Pasal 21
(1) Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Ekosistem Mangrove atas:
a. ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan Ekosistem Mangrove;
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat/lembaga/organisasi masyarakat yang bekerja pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan/atau kelautan dan perikanan clapat melakukan kegiatan pemantauan dalam Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove dengan berkoordinasi pada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 22
(1) Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan Ekosistem Mangrove yang tidak sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil kegiatan pengawasan lapangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 24
(1) Pemerintahan Desa dapat memberikan insentif kepada setiap orang, Lembaga atau  kelompok yang melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bersama Pemerintahan Desa.
Pasal 25
(1) Pemerintahan Desa memberikan disinsentif kepada setiap Orang, Lembaga atau  kelompok yang tidak melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bersama Pemerintahan Desa.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26
(1) Pemerintahan Desa menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.
(3) Paksaan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
g. tindakan Iain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b baik dengan atau tanpa didahului dengan teguran tertulis.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 30 ayat (1) dikenakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b baik dengan atau tanpa didahului dengan teguran tertulis.
(3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin sesuai dengan kewenangannya.
(4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang telah berjalan masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
Pasal 29
Setiap Lembaga atau kelompok masyarakat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sebubus
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